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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim

telah menjatuhkan putusan dalam perkaraantara:

#Penggugat,  tempat/tanggal  lahir,  Palaccini,  tahun 1980 (40 tahun),  agama

Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,  pendidikan SD, alamat

Kabupaten Gowa, selanjutnya disebutPenggugat.

melawan

#Tergugat, tempat/tanggal lahir, Bilaya, tahun 1980 (40 tahun), agama Islam,

pekerjaan buruh harian lepas,  pendidikan SD, alamat Kabupaten

Gowa, selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksidi muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugatdalam surat permohonannya tanggal  22 Juni  2020

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  558/Pdt.G/2020/PA.Sgm,

tanggal 22 Juni 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang

menikah pada hari  Senin tanggal  28 Oktober  2002 M bertepatan dengan

tanggal  21  Sa’ban  1423  H  sebagaimana  yang  tercatat  di  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten  Gowa  di  bawah  register

sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  337/06/XI/2002,  tertanggal,

Balang Balang, 4 November 2002;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di  rumah orang tua Penggugat  di  Desa Pallantikang, Kabupaten

Gowa;
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3. Bahwa dari  perkawinan Penggugat dan Tergugat  telah dikaruniai  2 (dua)

orang anak yang masing-masing bernama:

- #Nama anak(lahir tanggal 23 Oktober 2003)

- #Nama anak(lahir tanggal 7 Juli 2010), saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa  pada  awal  pernikahan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2004 sudah mulai

sering timbul perselisihan disebabkan:  

- Tergugat  malas-malasan  dan  atau  sesuakanya  saja  kapan  mau  bekerja

sehingga  tidak  bisa  memberikan  nafkah  lahir  (uang  belanja)  yang  layak

kepada Penggugat  dan bila  diberi  motivasi  malah Tergugat  marah sambil

berkata-kata  kasar  bahkan  pernah  beberapa  kali  melakukan  tindak

kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

5. Bahwa  bulan  Juni  2014  merupakan  puncak  perselisihan  Penggugat  dan

Tergugat di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari

rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali

hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama + 6 (enam)

tahun berturut-turut;             

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat

namun tidak berhasil;  

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum

apabila  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  mengabulkan

gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu

ba’in shughraa Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  segala  biaya  yang  timbul  dalam

mengajukan perkara ini.                          

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Sungguminasa  cq Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Primer:                                                  

Halaman2dari15Putusan Nomor558Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;                  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughraa  Tergugat  #Tergugat  terhadap

Penggugat #Penggugat;                  

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.        

Subsider:                                 

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

sah, meskipun Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut  berdasarkan

relaas  panggilan  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,

ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  tanpa  ada  alasan  yang  dapat  dibenarkan

menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha  menasihati dan memberikan saran

kepada   Penggugat   agar  kembali  rukun  dengan  Tergugat,  namun  tidak

berhasil,  dan  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  sehingga

terhadap  pihak  dalam  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi,  sebagaimana

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara

ini  dilakukan  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum,  selanjutnya  Penggugat

membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada

substansi dalil-dalil gugatannya semula;

A. Surat :

- Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  337/06/XI/2002,  tanggal  4

November  2002,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Urusan  Agama

Kecamatan  Bontomarannu,  Kabupaten  Gowa,  bermeterai  cukup,

distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh

Ketua Majelis di beri tanda P.

B. Saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah, yaitu:
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1. #Nama saksi,  umur  39  tahun,  agama Islam,  pendidikan terakhir  SMP,

pekerjaan ibu  rumah tangga,  tempat  kediaman di  Kabupaten Gowa,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  adalah

sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Pallantikang,

Kabupaten Gowa;
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  hingga  saat  ini  keduanya  telah

dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan damai,  tetapi  sekitar  bulan Oktober  2004,  mulai  sering  terjadi

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena

Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat

dengan layak dan apabila  dinasehati  untuk rajin  bekerja,  Tergugat

selalu  marah  dan  berkata  kasar,  Tergugat  juga  sering  melakukan

kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah tempat  tinggal  sejak

bulan  Juni  2014,  hingga  kini  sudah  mencapai   6  (enam)  tahun

lamanya;
- Bahwa keluarga saksi   pernah mengupayakan agar rumah tangga

Penggugat dan Tergugat  rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. #Nama saksi,  umur 33tahun,  agama Islam, pendidikan terakhir  SMP,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  adalah

sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Pallantikang

Kabupaten Gowa;
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  hingga  saat  ini  keduanya  telah

dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya  hidup  rukun  dan

damai,  namun  sekitar  akhir  tahun  2004,  antara  Penggugat  dan

Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat malas dalam bekerja sehingga tidak mampu memberikan

penghidupan yang layak kepada Penggiugat dan apabila dinasehati

untuk  giat  bekerja,  Tergugat  marah  bahkan  memukul  tubuh

Penggugat;
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  tempat  tinggal  sejak  bulan

Juni 2014hingga kini sudah mencapai 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa  keluarga  Penggugat  pernah  mengupayakan  agar  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun gagal.

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  menerangkan  tidak  akan  menambah

bukti-buktinya  lagi,  serta  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon

putusan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  hal-hal

sebagaimana  termuat  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  prosedur  pengajuan  surat  gugatan  Penggugat

telah  sesuai  dengan  kompetensi  Pengadilan  yang  berwenang  berdasarkan

penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung

cacat  hukum,  sehingga  dengan  demikian  telah  memenuhi  syarat  formil

gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Sungguminasadan  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  tanpa  ada  alasan  yang

dapat  dibenarkan  menurut  hukum,  maka  pemeriksaan  perkara  ini  dilakukan

tanpa  hadirnya  Tergugat,  sesuai  ketentuan  Pasal  149  Reglement

Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang,  bahwa  pada  setiap  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan

Tergugat,  serta  tidak  melanjutkan  gugatan  Penggugat,  akan  tetapi  tidak

berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama,  telah  terpenuhi  dan  Penggugat  pun  tetap

mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka pihak berperkara tidak  layak dimediasi  sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  ketidakhadiran  Tergugat  di  dalam

persidangan  dapat  dianggap  bahwa  Tergugat  tidak  mempergunakan  hak

bantahannya,  namun karena  perkara  ini  secara  lex  specialis merupakan

sengketa  keluarga dan untuk menghindari  terjadinya kebohongan besar  (de

grote leugen) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib

alat-alat  bukti  kepada  Penggugat,  sesuai  maksud  Pasal  283  Reglement

Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan

bahwa  adalah  suatu  kewajiban  bagi  Penggugat  untuk  membuktikan

gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

  : للى       لع ةة لن يي لب لل ا لل لقا لم لل لس لو هه لي لل لع ةه لل ال للى لص لي هب لن ال لن أ
ل

ليه     لل لع لعى لد ةم لل ا للى لع ةن همي لي لل لوا هعي لد ةم لل ا
Artinya:

Bahwasanya  Nabi  saw.  bersabda:  "Wajib  alat  bukti  bagi  Penggugat,

sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti,  serta telah menghadirkan  dua orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  alat  buktiP,yang  dibuat  oleh  pejabat  yang

berwenang,  telah  memenuhi  syarat  sebagai  alat  bukti  akta  otentik  dan

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal

285  Reglement  Buiteegewesten (R.Bg.),  dan  mempunyai  nilai  pembuktian

sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat bukti tersebut dapat

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat  di

persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung

dan  keterangan  keduanya  yang  relevan  saling  bersesuaian  dan  saling

mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai

alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  pertama-tama  Majelis  Hakim  memeriksa  apakah

Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (Legal Standing)

atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta

alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284

Reglement  Buiteegewesten (R.Bg.),  serta  dengan  memperhatikan  ketentuan

Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.

Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1

Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1

(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga

antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah

sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2002di

hadapan PPN Kantor  Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu,  Kabupaten

Gowadan oleh karenanya Penggugat telah memiliki Legal Standing (Kapasitas)

untuk mengajukan gugatan cerai a quo;

Menimbang,bahwa  terhadap posita angka  2 (dua) dan posita angka  3

(tiga) gugatan Penggugat, para saksiPenggugat telah memberikan keterangan
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yang relevan dan saling bersesuaian  di  persidangan,  sehingga telah terbukti

secara  sah  menurut  hukum  bahwaselama  pernikahan  tersebut,  Penggugat

dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri

dan telah dikaruniai  1 orang anak dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat

dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa

Pallantikang, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita

angka  4  (empat)  dan  posita angka 5  (lima),  para  saksi  Penggugat  telah

memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan,

serta berdasarkan  ketentuan  Pasal  310  Reglement  Buiteegewesten (R.Bg.),

Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim

sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu

dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah

menurut  hukum  bahwa  sejak  Oktober  2004,  ketenteraman  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  mulai  tidak  harmonis  lagi  dengan  adanya

perselisihan terus menerus disebabkan karena  Tergugat  malas-malasan dan

atau  sesuakanya  saja  kapan  mau bekerja  sehingga  tidak  bisa  memberikan

nafkah  lahir  (uang  belanja)  yang  layak  kepada  Penggugat  dan  bila  diberi

motivasi  malah  Tergugat  marah  sambil  berkata-kata  kasar  bahkan  pernah

beberapa kali  melakukan tindak kekerasan fisik  (KDRT)  kepada Penggugat,

dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014

yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, pula bahwa masih berkaitan dengan posita angka 4 (empat)

gugatan  Penggugat  tentang  Tergugat  malas-malasan  dan  atau  sesuakanya

saja kapan mau bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir (uang

belanja) yang layak kepada Penggugat dan bila diberi motivasi malah Tergugat

marah  sambil  berkata-kata  kasar  bahkan  pernah  beberapa  kali  melakukan

tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, para saksi Penggugat hanya

mengetahui dari cerita Penggugat hal mana keterangan para saksi  tersebut

tergolong  testimonium  de  auditu atau  keterangan  yang  diperoleh  saksi

berdasarkan cerita dari orang lain, sedangkan kesaksian testimoni tidak dapat

diterima  sebagai  alat  bukti  saksi.  Hal  tersebut  masuk  dalam kategori  Unus
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Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya

masih bersifat  bukti  awal  atau permulaan,  sedangkan untuk mencapai batas

minimal pembuktian, Penggugat tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil

mengenai  Tergugat  malas-malasan  dan  atau  sesuakanya  saja  kapan  mau

bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir (uang belanja) yang layak

kepada  Penggugat  dan  bila  diberi  motivasi  malah  Tergugat  marah  sambil

berkata-kata kasar bahkan pernah beberapa kali melakukan tindak kekerasan

fisik  (KDRT)  kepada Penggugat,  harus  dinyatakan tidak  terbukti  secara  sah

menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  terhadap  posita angka  6  (enam)   gugatan

Penggugat,  para saksiPenggugat telah memberikan keterangan yang relevan

dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk

mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara,

jika  itu  sangat  penting,  cermat,  tertentu dan bersesuaian satu  dengan yang

lainnya,  sehingga  telah  terbukti  secara  sah  menurut  hukum  bahwaikatan

perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat sudah  tidak  dapat  dibina  lagi,  dan

karenanya  perceraian  merupakan  jalan  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan  permasalahan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  dan

Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu hingga sekarang,

dan Tergugat  yang meninggalkan tempat  kediaman bersama terakhir,  tanpa

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah diupayakan

untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak  berhasildan  di

persidangan  Penggugat  telah  memperlihatkan  sikap  dan  tekadnya  untuk

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh)  gugatan Penggugat,

dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara

dari  Penggugat,  serta berdasarkan  ketentuan  Pasal  310  Reglement

Buiteegewesten (R.Bg.),  Majelis  Hakim  diberikan  wewenang  untuk

mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara,

jika  itu  sangat  penting,  cermat,  tertentu dan bersesuaian satu  dengan yang
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lainnya,  sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat

telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dan  proses

tahap konstatir  pada pembuktian tersebut  di  atas, maka ditemukanlah fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaantara  Penggugat dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  suatu

perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Senin,

tanggal  28  Oktober  2002,  di  hadapan  PPN  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bontomarannu,Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya

telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami-istri  namun  tidak

dikaruniai  anak  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Pallantikang,

Kabupaten Gowa;
- Bahwa  sejak  bulan  September  2010,  ketenteraman  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya

perselisihan  terus  menerus  disebabkan  karena  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat

dibina  lagi,  dan  karenanya  perceraian  merupakan  jalan  terakhir  bagi

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan

Tergugat, serta  Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahsejak bulan

Juni  2014  yang  lalu  hingga  sekarangdan  Tergugat  yang  meninggalkan

tempat kediaman bersama terakhir,  tanpa memberikan nafkah lahir dan

batin  kepada  Penggugat,  serta  telah  diupayakan  untuk  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak  berhasildan  di  persidangan

Penggugat  telah  memperlihatkan  sikap  dan  tekadnya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;
- Bahwa  Penggugat  telah  membayar  panjar  biaya  perkara  menurut

ketentuan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta-fakta hukum di  atas,  hal  mana

sejak  bulan  Oktober  2004,  ketenteraman  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah mulai  tidak harmonis lagi  dengan adanya perselisihan terus

menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
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Juni  2014  yang lalu dan   tidak ada komunikasi  lagi  antara Penggugat dan

Tergugat,  serta  telah  diupayakan  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat,  namun  tidak  berhasil  dan  di  persidangan  Penggugat  telah

memperlihatkan  sikap  dan  tekadnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  maka

Majelis  Hakim telah mengkualifisir,  sehingga telah berkeyakinan kuat  bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat  telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

yang  terus-menerus,  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam

membina rumah tangganya;

Menimbang,  bahwaberdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  atas,  Majelis

Hakim  telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  yang terus-menerus, dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta

sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI.  Nomor  285  K/AG/2000,  tanggal  10

November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990,

tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta-fakta hukum di  atas,  hal  mana

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  sejak bulan Juni

2014  yang  lalu  hingga  sekarang,  dan  Tergugat  yang  meninggalkan  tempat

kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan

Tergugat,  maka  Majelis  Hakim  telah  mengkualifisir,  sehingga  telah

berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih

dari dua tahun berturut-turut karena alasan yang tidak sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat

agar  rukun  kembali  dalam  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat,  akan

tetapi tidak berhasil,  maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena

mustahil dapat mencapai  tujuan perkawinan  sebagaimana maksud Pasal 1

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan   jo.  Pasal 3

Buku  I  Kompilasi  Hukum  Islam  (Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  154

Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),
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dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru

Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara

keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130

sebagai berikut:

ةه         لل ال لن لكا لو هه هت لع لس لن هم لل ةك ةه لل ال هن لغ ةي لقا لر لف لت لي لن هإ لو

مما  هكي لح معا هس لوا
Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada

masing-masing dari  limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha

Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir

terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim

telah  berkeyakinan  kuat  bahwa  dalil-dalil gugatan  Penggugat  tersebut  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang   RI  Nomor  1  Tahun  1974Tentang  Perkawinan,  berikut

penjelasannya,  jo.  Pasal  19  huruf  (b)  dan huruf  (f)Peraturan Pemerintah  RI

Nomor 9 Tahun 1975, jis. huruf (b) dan huruf (f)Buku I Kompilasi Hukum Islam

(Keputusan [bacaPeraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang

Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus

berkaitan  dengan  terjadinya  perselisihan  terus-menerus  antara  suami  istri

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal

Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut

harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat

agar kembali rukun dengan  Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian

Majelis  Hakim  telah  memenuhi  maksud  Pasal  154  ayat  (1)  Reglement

Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut berdasarkan relaaspanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Sungguminasa, tanggal tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020,

dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan
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menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan

Pasal 149  Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus

menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

di persidangan, tidak hadir;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat telah  dinyatakan  dipanggil

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir,

dan usaha mendamaikan tidak berhasil,  serta oleh karena  dalil-dalil  gugatan

Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum,

dan berdasarkan  ketentuan  Pasal  149 ayat  (1)Reglement  Buiteegewesten

(R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat,

oleh  Majelis  Hakim  dalam  permusyawaratannya  telah  sepakat  untuk

mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  189  ayat  (1)  Reglement

Buiteegewesten (R.Bg.),  hal  mana  dalam  rapat  permusyawaratan,  karena

jabatannya  hakim  harus  menambah  dasar-dasar  hukum  yang  tidak

dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang,  bahwa  terhadap  angka  2  (dua)  petitum  primair  gugatan

Penggugat,  berdasarkan sumber hukum dalam Pasal  119 ayat  (2)  huruf  (c)

Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI

Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1

Tahun  1991),  menyebutkan  bahwa  talak  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan

Agama  termasuk  dalam  kualifikasi  Talak  Ba'in  Shugraa,  serta  berdasarkan

Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis

Hakim  dalam  rapat  permusyawaratannya  harus  menyatakan  perkawinan

Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  cerai  gugat  yang  diajukan  oleh  istri

(Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada

alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara

Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam

persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa, serta berdasarkan Pasal 119

ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan)

Menteri  Agama  RI  Nomor  154  Tahun  1991  Tentang  Pelaksanaan  Instruksi
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Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum

primair  gugatan  Penggugat,  oleh  Majelis  Hakim  dalam  rapat

permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat

(#Tergugat) terhadap Penggugat (#Penggugat);

Menimbang,  bahwa oleh karena perkaraini  adalah perkara  perceraian

dantermasuk  dalam  ruang  lingkup  perkara  perkawinan,  dan  berdasarkan

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  3

Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama,  maka  terhadap  angka  3  (tiga)  petitum  primer

gugatan Penggugat,  segala biaya yang timbul dalam perkara ini  dibebankan

kepada Penggugatyang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  syar’i  dan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  secara

Verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  Shugraa

Tergugat (#Tergugat) terhadap Penggugat (#Penggugat); 

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar

biaya perkara sejumlah 

Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari  Selasa, tanggal  8 Juli 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal17 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, SH.,M.H

sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  M.Thayyib.  HPdan  Ruhana  Faried,

S.HI.,M.HImasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
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dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan  didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Achmad

Tasit,  S.H sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugattanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Drs. M.Thayyib.HP                                    Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H

Perincian biaya :
1. Pendaftaran                                             Rp    30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara                     Rp    50.000,00
3. Panggilan Penggugat                              Rp  125.000,00
4. Panggilan Tergugat                             Rp  250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat         Rp   10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat             Rp    10.000,00
5. Redaksi                                                    Rp    10.000,00 
6. Meterai                      Rp      6.000,00
                                                Jumlah          Rp  491.000,00

      (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 
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